
BUPATI MURUNG RAYA 
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH 

PERATURAN BUPATI MURUNG RAYA 
NOMOR 13 TAHUN 2018 

TENTANG 

PERUBAIIA.N KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 18 TAHUN 
2017 TENTANG PELAKSANAAJI PERATIJRAH DAERAH llOM.OR 2 'fARUll 
2017 TENTANG RAK KEUANGAN DAN ADMINISTRATIF PIMPINAN DAN 

ANGGOTA DEWAN PBRWAKILAN RAKYAT DAERAH 

DENGAN RAHIIAT TllHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI MURUNG RAYA, 

Menimbang: a. bahWa untuk melaksanakan ketentllan_ mengenai besaran 
tunjangan perumahan Pimpinan clan Anggota Dewan 
Perwakilan Rakyat Daerah dan tunjangan trasportasi 
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana 
dimaksud pada Pasal 17 Ayat (5) Peraturan Pemerintah 
Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Hak Keuangan dan 
Administratif Pimpinan clan Anggota Dewan Perwaldlan 
Rakyat Daerah; 

b. bahwa berdasarkan Peraturan Gubernur Kalimantan 
Tengah Nomor 10 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas 
Peratu.ran Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 33 
Tahun 2017 Tentang Pelaksana Hak Keuangan Dan 
Administratif Pimpinan Dan Angg_ota Dewan Perwakilan 
Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah maka perlu 
dilakukan penyesuaian terhadap Peratu.ran Bupati 
Mun.mg Raya Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Pelaksanaan 
Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Hak 
Keuangan Dan Administratif Pimpinan Dan Anggota 
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana telah 
diubah dengan Peraturan Bupati Nomor I Tahun 2018 
Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Murung Raya 
Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Pelaksanaan Peraturan 
Daerah Nomor 2 Tahun 2017 Tent.ang Hak Keuangan Dan 
Administratif Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan 
Rakyat Daerah . 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 
dalam hunrl a dan huruf b tersebut diatas perlu 
menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Kedua 
atas Peraturan Bupati Nomor 18 Tahun 2017 tentang 
Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2017 
ten.tang Hak Keuangan Dan Administratif Pimpinan dan 
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah; 



Mengingat L Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik 
Indonesia Tahun 1945; 

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang 
Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, 
Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten 
Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten 
Murung Raya dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi 
Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4180); 

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5234); 

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerint.ahan Daerah (LembaranNegara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor_ 244, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagairnana 
te!ah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang­
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua 
atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 

5. Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2014 tentang Majelis 
Permusyawaratan Rakyat, Dewan Petwakilan Rakyat, 
Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia t.ahun 2014 
Nomor 383, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5650); 

6. Peraturan Pemerint.ah Nomor 58 Tahun 2005 tentang 
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan 
Lembaran Negara Repul:ilik Indonesia Nomor 4578); 

7. Peraturan Pem.erint.ah Nomor 18 Tahun 2017 tentang hak 
keuangan dan administratif Pimpinan dan Anggota Dewan 
Peiwakilan Rakyat; 

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 
tentang Pembentukan Prociuk Hukum Daerah {Berita 
Negara Republik Indonesia Tahun '2015 Nomor 2036); 

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 
tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah 
Berta Pelaksanaan dan Pert.anggungjawaban Dana 
Operasional. 

10. Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 33 Tahun 
2017 Ten tang Rak Keuangan Dan Aministratif Pimpinan 
Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Berita 
Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2017 Nomor 
33) Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 
Gubemur Kalimantan Tengah Nomor 10 Tahun 2018 
Tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Kalimantan 
Tengah Nomor 33 Tahun 2017 Tentang Hak Keuangan 



Menetapkan 

Dan Aministratif Pimpinan Dan Anggota Dewan 
Perwakilan Rakyat Daerah {Berita Daerah Provinsi 
Kalimantan Tengah Tahun 2018 Nomor 10); 

11. Peraturan Daerah Kabupaten Murung Raya Nomor 2 
Tahun 2017 tentang Hak Keuangan Dan Aministratif 
Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 
(Lembaran Daerah Kabupaten Murung Raya Tahun 2017 
Nomor 172, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten 
Murung Raya Nomor 42). 

IIEMUTUSKAN : 

PERATURAI BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA 
ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 18 TAHUN 2017 
TENTANG PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH 
NOMOR 2 TAHUN 2017 TENTANG HAK KEUANGAN 
DAN ADMINISTRATIF PIMPINAN DAN ANGGOTA 
DEWAN PERWAKJLA:N RAKYAT DAERAH. 

Pasall 

Beberapa Ketentuan dalwn Peraturan Bupati Murung 
Raya Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Pelaksanaan 
Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Hak 
Keuangan Dan Administratif Pimpinan Dan Anggota 
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Berita Daerah 
_Kabupaten Murung Raya Tahun 2017 Nomor 17), 
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati 
Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan 
Bupati Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Pelaksanaan 
Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Hak 
Keuangan Dan Administratif Pimpinan Dan Anggota 
Dewan Perwakilan Rakyat _ Dal':rah (Berita Daerah 
Kabupaten Mumng Raya· Tahun 2018 Nomor 1), 
diubah sebagai berikut : 

1. Ketentuan Lampiran VIII diubah, sehingga bunyi 

Lampiran VIII adalah sebagai berikut : 

BESARAN TUNJANGAJI PERUMAHAN PIMPINAif 

DAN ANGGOTA DPRD KABUPATEN MURUJfG RAYA 

NO Pimpinan dan Tunjangan Perumahan 

Anggota YangDiterima 

(Rp) 

1. KETUA RP. 20.100.000,-/bulan 

2. WAKILKETUA RP. 16.500.000,-/bulan. 

3. ANGGOTA RP. 13.021.000,-/bulan 



2. Ketentuan Lampiran IX diubah, sehingga bunyi 

Lampiran IX adalah sebagai berikut ; 

;,If- ·m M ll<MI I WI ff,,__ 
; 'PRODt»( Hl.l)(tJ1III tlA~,tM 

BESARAN TUNJANGAN TRANSPORTASI ANGGOTA 

DPRD KABUPATEN MURtJNG RAYA 

NO TunJangan Trauportaai 
Anggota Yang Diterima 

(Rp) 

1. ANGGOTA RP. 15.550.000,-/bulan 

Paul II 

Pada saat peraturan Bupati ini mulai berlaku, m.aka 
peraturan Bupati Nomor 1 Tahun 2018 ten.tang 
perubahan atas peraturan Bupati Nomor 18 Tahun 
2017 tentang pelaksaan peraturan Daerah Nomor 2 
Tahun 2017 tentang Hak keuangan dan Administratif 
Pinipinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat 

· Daerah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 
diundangkan. 

~ " UNGlru'P i>eMOA M\l~.11,. 
.•¥1' .BAGIA ",, ,mKUM S!,tl)I,. 

1-....;'~-•~B;.i_il'i\J<~G MAW,, Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 
f'\~''.AJ,i.'." r,IA AF pengundangan Peraturan Bupati !Ill dengan 

1-c,,c,c,c,,:.::.:.::._-t..C.'f-t penernpat.annya dalam Berita Daerah Kabupaten 
Murung Raya. 

ASISl~l'.=:···;c·1;,.-h~---l 
Kt.BAG ; ;:J; UM 

Diundangkan di Puruk Cahu 
pada tanggal 3 Juli 20 I 

AE 
KAB GRAYA, 

L!,YARKAWI u. soro 

Ditetapkan di Puruk Cahu 
pada tanggal uli 2018 

BUP4,TI U GRAYA, 

PE IE 

DERITA DAERAH KABUPATEN MURUNG RAYA TAHUN 2018 NOMOR 13 


